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Pada kesempatan ini, kami mengucap syukur kepada Allah SWT atas selesainya
penulisan buku ini. Tanpa perkanan-Nya tentu saja buku ini tidak akan pernah
terwujud seperti ini.

Pengelolaan lingkungan yang dimaksud dalam buku ini merujuk pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH). Buku ini berisi pengkajian teoritis hukum pe-
ngelolaan lingkungan di Indonesia berdasarkan UUPPLH.

Namun demikian, dalam rangka mendapatkan pemahaman komprehen-
sif mengenai pengelolaan lingkungan maka disertai pula perbandingannya de-
ngan pengelolaan lingkungan negara lain. Misalnya, saat membahas tujuan pe-
ngelolaan lingkungan berdasarkan UUPPLH akan dibandingkan dengan tujuan
pengelolaan lingkungan di Amerika Serikat dan Australia. Pengulasan baku mutu
lingkungan di Jepang dimaksudkan sebagai pembanding ketika membahas baku
mutu lingkungan menurut UUPPLH. Atau, pembahasan asas-asas pengelolaan
lingkungan menurut UUPPLH dibandingkan dengan asas-asas pengelolaan
lingkungan di Perancis, dan seterusnya.

Buku-buku teks hukum lingkungan telah banyak yang beredar tetapi
tentu saja buku ini tetap mampu menunjukkan perbedaannya yang lebih me-
nonjolkan pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan. Selain itu, buku ini
juga menyajikan pembahasan topik pendidikan lingkungan yang sangat jarang
ditemui dalam buku-buku hukum lingkungan.
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Vi Hukum Pengelolaan Lingkungan

Buku ini tidak saja dimaksudkan untuk konsumsi para mahasiswa fa-
kultas hukum yang sedang menempuh mata kuliah hukum lingkungan tetapi
juga untuk para dosen hukum lingkungan, pejabat pemerintahan tingkat pu-
sat maupun daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pe-
ngelolaan lingkungan, legislator, para penegak hukum lingkungan terutama
hakim lingkungan di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara,
serta masyarakat luas yang tertarik isu-isu lingkungan. Jadi, selain memberikan
manfaat teoritis-akademis juga bermanfaat secara praktis.

Kepada istri dan anak saya tercinta, Dwi Nurhayati Adhani, Psikolog dan
Azkadina Dhanian Efendi buku ini saya persembahkan. Tanpa kerelaan mereka
memberikan waktu bagi saya untuk menulis, buku ini tidak akan pernah hadir.

Semoga buku ini bermanfaat. Amin.

Surabaya, November 2017

A’an Efendi
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DEKLARASI RIO
MENGENAI

LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN (1992)

MUKADIMAH
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan,
Setelah bertemu di Rio, 3-14 Juni 1992,
Menegaskan kembali Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

Lingkungan Hidup Manusia, diterima di Stockholm pada 16 Juni 1972, dan
berupaya membangun di atasnya,

* Deklarasi Rio ini adalah terjemahan bebas oleh penulis dan bukan terjemahan resmi.
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Dengan tujuan membangun kemitraan global yang baru dan merata melalui
penciptaan kerja sama yang baru tingkat antar negara, sektor-sektor kunci pada
masyarakat dan orang-orang,

Bekerja sama menuju kesepakatan internasional yang menghargai kepentingan
semua dan melindungi integritas dan sistem lingkungan dan pembangunan
global,

Mengenali sifat integral dan saling bergantung di Bumi, rumah kita,

Prinsip 1

Manusia adalah pusat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak
untuk hidup sehat dan produktif yang selaras dengan alam.

Prinsip 2

Negara-negara, berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-
prinsip hukum internasional, memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi
sumber daya alamnya menurut kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka,
dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas yang mereka lakukan
dalam wilayah yurisdiksi atau yang berada di bawah kendali mereka tidak
menyebabkan bahaya terhadap lingkungan di wilayah negara lain atau wilayah
di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

Prinsip 3

Hak atas pembangunan harus dipenuhi agar secara adil memenuhi kebutuhan
pembangunan dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi masa depan.

Prinsip 4

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan
harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan tidak
dapat dianggap sesuatu yang terpisah.

Prinsip 5

Semua negara dan semua masyarakat harus bekerja sama dalam tugas pokok
untuk menghapuskan kemiskinan sebagai suatu yang sangat dibutuhkan sebagai
persyaratan untuk pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi
disparitas atau perbedaan dalam standar hidup dan pemenuhan yang lebih baik
bagi kebutuhan sebagian besar atau mayoritas masyarakat dunia.
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Prinsip 6

Keadaan dan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, khususnya negara
yang terbelakang dan mereka yang paling rentan lingkungannya, harus diberikan
prioritas khusus. Tindakan internasional di bidang lingkungan dan pembangun-
an juga harus membahas kepentingan dan kebutuhan dari semua negara.

Prinsip 7

Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk
melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem
bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global,
negara memiliki kewajiban yang sama dengan tanggung jawab yang berbeda.
Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasio-
nal pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang mereka timbulkan
pada lingkungan global dan teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka
perintah.

Prinsip 8

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih
tinggi bagi semua orang, negara akan mengurangi dan menghapuskan pola
produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempertimbangkan ke-
bijakan demografis secara tepat.

Prinsip 9

Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat kapasitas endogin un-
tuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah me-
lalui pertukaran teknologi dan pengetahuan ilmiah, dan dengan peningkatan
pengembangan, penyesuaian, penyebaran pengetahuan dan alih teknologi, ter-
masuk teknologi baru dan inovatif.

Prinsip 10

Persoalan-persoalan lingkungan yang baik ditangani dengan partisipasi semua
warga negara yang bersangkutan, pada tingkatan yang relevan. Pada tingkat
nasional, setiap individu harus memiliki akses yang layak untuk informasi
mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi
mengenai bahan-bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara
harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat de-
ngan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap
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peradilan dan proses administratif, termasuk ganti rugi dan tindakan pemulihan,
harus disediakan.

Prinsip 11

Negara-negara harus membuat undang-undang lingkungan yang efektif. Standar,
tujuan dan prioritas pengelolaan lingkungan harus mencerminkan konteks
lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Standar yang diterapkan
oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dengan biaya ekonomi dan sosial
negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang.

Prinsip 12

Negara-negara harus bekerja sama untuk mendukung dan membuka sistem
ekonomi internasional yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pem-
bangunan berkelanjutan di semua negara, untuk mengatasi masalah degradasi
lingkungan dengan lebih baik. Langkah-langkah kebijakan perdagangan untuk
tujuan lingkungan tidak merupakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan
diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung terha-
dap perdagangan internasional. Tindakan sepihak untuk menghadapi tantangan
lingkungan di luar wilayah yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari. Tin-
dakan-tindakan lingkungan terkait masalah lingkungan lintas batas atau global
sejauh mungkin harus didasarkan pada konsensus internasional.

Prinsip 13

Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional mengenai tanggung gu-
gat dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lain-
nya. Negara-negara juga harus bekerja sama secara cepat dan lebih bertekad untuk
mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung gugat
dan kompensasi untuk dampak buruk lingkungan yang disebabkan aktivitas da-
lam wilayah yurisdiksi mereka atau di luar wilayah yurisdiksi yang berada di
bawah kontrol mereka.

Prinsip 14

Negara-negara harus bekerja sama secara efektif untuk mengurangi atau men-
cegah relokasi dan perpindahan ke negara-negara lain dari kegiatan/aktivitas
dan bahan-bahan yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau
ditemukan berbahaya terhadap kesehatan manusia.
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Prinsip 15

Dalam rangka perlindungan lingkungan, pendekatan kehati-hatian (the pre-
cautionary approach) harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai de-
ngan kemampuan mereka. Di mana ancaman serius atau dampak yang tidak
dapat diubah, kurangnya kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk
menunda biaya-tindakan yang efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.

Prinsip 16

Otoritas nasional harus berusaha mempromosikan internalisasi biaya lingkungan
dan penggunaan instrumen ekonomik, dengan mempertimbangkan pendekat-
an pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran, dengan
memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mendistorsi perdagangan inter-
nasional dan investasi.

Prinsip 17

Analisis mengenai dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, akan di-
laksanakan untuk rencana kegiatan/aktivitas yang memiliki dampak penting ter-
hadap lingkungan dan untuk pengambilan keputusan bagi otoritas nasional yang
berwenang.

Prinsip 18

Negara-negara harus dengan segara memberitahukan kepada negara lain un-
tuk setiap bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang sangat mungkin
menyebabkan dampak yang berbahaya secara tiba-tiba pada lingkungan negara
tersebut. Setiap upaya harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk
membantu negara-negara yang mengalami penderitaan tersebut.

Prinsip 19

Negara-negara harus memberikan pemberitahuan sebelumnya secara tepat waktu
dan informasi yang relevan kepada negara yang berpotensi terkena dampak
oleh kegiatan yang mungkin memiliki dampak penting yang dapat merugikan
lingkungan lintas batas dan harus berkonsultasi dengan negara tersebut sebagai
langkah awal dan dengan itikad baik.

Prinsip 20

Perempuan memiliki peran vital dalam pengelolaan lingkungan dan pemba-
ngunan. Mereka berpartisipasi penuh dalam pengelolaan lingkungan dan pem-
bangunan dan oleh karena itu sangat penting untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan.
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Prinsip 21

Kreativitas, cita-cita dan keberanian para pemuda seluruh dunia harus dimobili-
sasi untuk membentuk kemitraan global dalam rangka mencapai pembangunan
berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi semua.

Prinsip 22

Masyarakat asli dan komunitas mereka, dan masyarakat lokal lainnya, memi-
liki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena
memiliki pengetahuan dan kebisaan-kebiasaan tradisional. Negara-negara ha-
rus mengakui dan sepatutnya mendukung identitas, budaya dan kepentingan
mereka dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan efektif dalam
rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 23

Lingkungan dan sumber daya alam orang-orang yang berada di bawah tekan-
an, dominasi/penguasaan dan pendudukan harus dilindungi.

Prinsip 24

Perang dengan tidak terpisahkan bersifat merusak pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu negara-negara akan menghormati hukum internasional yang
memberikan perlindungan untuk lingkungan pada saat konflik bersenjata dan
bekerja sama dalam pembangunan selanjutnya, jika diperlukan.

Prinsip 25

Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan adalah saling ber-
gantung dan tidak terpisahkan.

Prinsip 26

Negara-negara akan menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka de-
ngan damai dan sarana yang tepat berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa.

Prinsip 27

Negara-negara dan masyarakat akan bekerja sama dalam itikad baik dan se-
mangat kemitraan untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam Deklarasi ini dan
dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional dalam bidang
pembangunan berkelanjutan.
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Atmosfer Gas yang membungkus benda-benda langit
(seperti planet) atau seluruh susunan udara
yang melingkupi bumi.

Bentang Alam Semua pemandangan yang terlihat pada
permukaan bumi, sering dianggap sebagai
estetika yang menarik dari mereka.

Biosfer Berasal dari kata Yunani, bios = hidup dan
sphaira = lapisan planet bumi di mana kehi-
dupan dapat berlangsung. Biosfer adalah
bagian dari planet bumi di mana dapat ber-
langsungnya hidup, kehidupan organisme
bersama lingkungannya.

Cleaner Fuels Penggantian dari bahan bakar polutan/ba-
han pencemar (bensin dan solar) dengan
bahan bakar alternatif non konvensional ya-
itu setiap bahan yang dapat digunakan se-
bagai bahan bakar, misalnya Gas Alam Ter-
kompresi (Compressed Natural Gas, CNG),
Liquified Petroleum Gas (LPG), hidrogen,
biosolar, dan lainnya.
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Conditio sine quanon Berasal dari kata Latin yang berarti
syarat mutlak atau tanpa memiliki itu
tidak ada.

Hidrosfer Seluruh lapisan air pada permukaan atau

dekat permukaan bumi. Terdiri atas air yang
mencair atau membeku pada permukaan
bumi, air di bawah permukaan bumi baik
tanah atau bebatuan, dan air di atmosfer.

Kodifikasi Proses menyusun, mengatur, dan mensiste-
matisasi hukum ke dalam satu kitab un-
dang-undang.

Konstitusi Seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang
mengatur organisasi dan struktur nega-
ra yaitu mengatur bagaimana lembaga ne-
gara dibentuk, kekuasaan apa yang diberi-
kan kepadanya, dan batas-batas yang ha-
rus dipatuhinya dalam menjalankan ke-

kuasaannya.
Lingkungan Alami Lingkungan yang terdiri atas semua benda
(Natural Environment) hidup atau tidak hidup yang terbentuk se-
lama alami, yang berarti bukan karena buat-
an.

Lingkungan Buatan (Built Lingkungan buatan meliputi tempat dan

Environment) ruang yang dibuat atau diubah manusia ter-
masuk bangunan-bangunan, taman, dan sis-
tem transportasi.

Litosfer Bagian luar bumi yang berbentuk padat yang
meliputi kerak bumi dan lapisan paling luar
dari lapisan atas bumi.

Low Birth Weight Bayi yang lahir dengan berat badan di ba-
wah 2,5 kg disebabkan karena lahir terlalu
cepat (prematur) yaitu sebelum 37 minggu
waktu kehamilan.

Manajer Orang yang mengendalikan suatu institusi,
bisnis, dan lainnya, atau bagian, divisi dari
institusi atau bisnis.
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Municipal Executive Badan pada tingkat pemerintahan lokal di
Belanda yang bertanggung jawab melaksa-
nakan keputusan-keputusan municipal coun-
cil.

Opportunity Cost Biaya yang harus ditanggung karena me-
milih suatu peluang dan tidak memilih pe-
luang lainnya.

Paksaan Pemerintahan Sanksi administrasi berupa tindakan faktual
oleh pemerintah dengan memasuki tem-
pat yang relevan, dan secara nyata meng-
akhiri keadaan melanggar hukum. Misalnya,
menyegel tempat, merobohkan bangunan,
memindahkan barang-barang, membersih-
kan bahan-bahan limbah yang melanggar
hukum, dan lain sebagainya.

Pemerintah Lokal Institusi atau lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah pusat untuk melaksanakan se-
jumlah pelayanan khusus pada wilayah yang
telah ditetapkan.

Pencemaran Lingkungan Masuk atau dimasukkannya makhluk hi-
dup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan ma-
nusia sehingga melampaui baku mutu ling-
kungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran Udara Masuk atau dimasukkannya zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam udara
ambien oleh kegiatan manusia, sehingga
mutu udara ambien turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan udara ambien
tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran Udara Dalam ~ Masuk atau dimasukkannya bahan pencemar

Ruangan (Indoor Air baik baik berupa gas atau partikel yang berasal

Pollution) dari berbagai sumber ke dalam udara dalam
ruangan sehingga dapat mengurangi kualitas-
nya.
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Pendidikan Berasal dari kata Latin ‘Educare, Education
of Educare. "Educatwrn’ dan ‘Educare’ berarti
melatih, membawa dan memberi sementara
educare  berarti saluran. Pendidikan
adalah membawa, mengembangkan dan
membentuk bakat individu dan potensi di
dalamnya.

Pendidikan Formal Tersusun secara hierarkis, secara berturut-
turut merupakan tingkatan sistem pendi-
dikan, dimulai dari pendidikan dasar sam-
pai dengan universitas, termasuk studi aka-
demik umum, berbagai program spesialis
dan institusi-institusi dengan waktu penuh
dan pelatihan-pelatihan profesional.

Pendidikan Informal Proses yang terus-menerus di mana setiap
individu memperoleh sikap, nilai, keteram-
pilan dan pengetahuan dari pengalaman
sehari-hari dan terajarkan pengaruh dan
sumber daya dalam lingkungannya, dari
tetangga, pekerjaan dan permainan, pasar,
perpustakaan dan media massa.

Pendidikan Non-Formal  Setiap kegiatan mengorganisir aktivitas yang
berhubungan dengan pendidikan di luar
sistem pendidikan formal yang telah dite-
tapkan, baik itu dilakukan secara terpisah
atau menjadi bagian penting dari aktivitas
yang lebih luas, yang dimaksudkan untuk
memberikan pembelajaran kepada peserta
dan tujuan pembelajaran.

Peraturan perundang- Peraturan tertulis yang memuat norma hu-

undangan kum yang mengikat umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
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Provincial Council Badan legislatif tingkat propinsi di Belanda
yang anggotanya dipilih secara langsung
tiap empat tahun sekali. Jumlah anggotanya
berbeda untuk tiap propinsi sesuai dengan
jumlah penduduk.

Provincial Executive Badan di tingkat propinsi di Belanda yang
bertanggung jawab melaksanakan kepu-
tusan-keputusan provincial council. Ber-
anggotakan 4 sampai dengan 8 orang dengan
masa jabatan 4 tahun.

Sumber Daya Alam Bahan yang terjadi secara alamiah dan bahan
itu sangat pokok bagi manusia, seperti air,
udara, tanah, hutan, ikan dan hewan-hewan,
bunga tanah (humus), dan mineral

Uang Paksa Sanksi administrasi yang dibebankan ke-
pada pelanggar hukum administrasi berupa
pembayaran sejumlah uang tertentu ber-
dasarkan per satuan waktu (misalnya per-
minggu) sampai dihentikannya tindakan
pelanggaran.

Warisan Budaya (Natural Istilah ‘warisan budaya’ terdiri atas beberapa

Heritage) kategori utama warisan, yaitu warisan bu-
daya, warisan alam, dan warisan dalam
konflik bersenjata. Warisan budaya dibagi
menjadi dua yaitu warisan budaya berupa
benda yang terlihat dan tidak terlihat. Wa-
risan budaya berwujud benda terlihat terdiri
atas warisan budaya benda bergerak (lu-
kisan, seni pahat, mata uang, naskah), ben-
da tidak bergerak (monumen, situs kepurba-
kalaan, dan lain-lain), dan warisan budaya
di dalam air (kapal karam dan puing-puing
kota). Warisan budaya berupa benda tidak
terlihat meliputi tradisi lisan/bicara, per-
tunjukan seni, dan ritual-ritual. Warisan
alam adalah situs-situs alam dengan aspek
budaya seperti budaya bentang alam.
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Zona Tambahan Laut yang terletak pada sisi luar dari garis
(Contiguos Zone) pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari

garis pangkal. Pada zona tambahan kekuasa-
an negara meliputi pencegahan pelanggaran
bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan.
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Perencanaan Pengelolaan Lingkungan menurut UUPPLH 39
perlindungan lingkungan (environmental protection) 68, 69
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T
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